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PUTUSAN
Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.MS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXxXXXxXX XXXXX XXXXXX,
pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD,
tempat kediaman di XXXXX  XXXXXXXXXX,XXXX  XXXXXX  XXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,Provinsi
Sumatera Utara(Setelah memasuki monument Benteng Hurabak
kemudianbaru sampai ke xxxx XxXXXxx XxxxxxxX, Rumahnya tepat
di depan Masjid AL-lkhlasPadang Kahombu berbentuk Rumah
Toko atas nama Tamrin Nasution, Kode P0s.22773, Nomor
Handphone. 0812 7045 7248(Nomor Handphone Tetangga)
NomorAsrul Efendi Nasution 0813 8104 0723)., sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Maret 2022

telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.MS,
tanggal 30 Maret 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009, Penggugat telah
menikah secara hukum Islam (Sar'i) dihadapan Darwis Simatupang
selaku Ayah Kandung Pemohon di XXXXXXXXX ~XXXXXX ~ XXXXXXX,
Kabupaten XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat yang menjadi Wali nikah
Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Darwis
Simatupang, dan kemudian berwakil kepada Darwis Simatupang, serta 2
(dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama
Darwis Simatupang dan Faisal;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab gabul
dan penyerahan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000 (Seratus
Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Penggugat berstatus
perawan dalam usia 20 tahun dan calon suminya berstatus suami dari
sorang perempuan yang bernama Siti Maryam;
- Bahwa antara Pemohon dan Calon suami tidak ada hubungan
sedarah atau se-susuan (radha'ah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat
tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX,
Kabupaten XxXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara,
selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan
dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
1. Mutiara Berka Nasution (Perempuan) Padang Sidimpuan,
21 November 2009;
2. Salman Alfarizi (Laki-laki) Padang Sidimpuan, 27
Desember 2014;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010
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rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan
ekonomi rumah tangga, kemudian Tergugat orang suka bermain
perempuan lain, kemudian Tergugat juga sering melakukan kekerasan
dalam rumah tangga kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan 09 Maret 2020 dimana Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat ke Jakarta dengan alasan ingin bekerja, dan
sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah
sampai saat ini;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah,
Penggugat bertempat kediaman di XX XXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX XXXXK XXKKK, XXXXKKKKK XXXXXXK XXXXXX XXXXK, XXXXXKKXK
xxxxx dan Tergugat bertempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXXX, XXXX
XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXK XXKKKK KXXXKXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXK XXXKKXX,
Provinsi Sumatera Utara dan telah berlangsung selama kurang lebih 1
tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi
menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan
bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit
untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat
hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama
Muara Sabak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX,
Kabupaten XxXxxxXxxXXx XXXXXXXX XXXXXxX, Provinsi Sumatera Utara;

3. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT)
dengan Tergugat TERGUGAT da), putus karena perceraian;

4, Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 1277014610890003 tertanggal 01

Maret 2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX  XXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
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B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah
tahun 2009 di Batang Angkola ;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat proses akad nikah;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus
sebagai suami orang, dan Penggugat berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan
Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan
sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak
sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam
pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak
ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum
pernah bercerai dan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama
Islam;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan
tetapi kurang lebih sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak serumah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan
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Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu sampai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit
dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga
lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah
tanggal 07 Desember 2009 di Batang Angkola, akan tetapi
pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah sebagai tamu
undangan;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan
Tergugat dan pernikahannya dilakukan secara agama Islam,
namun menyangkut wali, mahar dan seterusnya saksi tidak
mengetahuinya;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus
perawan sedangkan Tergugat berstatus masih terikat hubungan
dengan wanita lain;

- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah

bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
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- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat
tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan
pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat
pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan
tetapi kurang lebih sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak serumah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan
Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu sampai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu
perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
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mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan
ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara
Sabak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan
Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat termasuk pernikahannya serta mengenai keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan
didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tanggal 07 Desember
2009 di Batang Angkola akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan setempat;
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2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai
dengan tatacara Syariat Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah
bernama Darwis Simatupang sebagai ayah kandung Penggugat, namun
mengenai saksi-saksi, mahar saksi tidak mengetahuinya;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan
Tergugat berstatus masih terikat perkawinan dengan wanita lain;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah
dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut
Tergugat masih terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan
Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan
perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahanannya Penggugat dengan Tergugat
belum pernah bercerai dan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama
Islam;
8. Bahwa sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh
dengan wanita lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah
tangga terhadap Penggugat;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 hingga
sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan
tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;
10. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat
dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan

mempertimbangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata
perkawinan Penggugat dan Tergugat belum terpenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya dan dikuatkan
dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat
masih memiliki keterikatan hubungan pernikahan dengan wanita lain, maka
sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun
2019 Huruf (f) yang berbunyi bahwa pernikahan dengan isteri kedua, ketiga dan
keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik tersebut
tidak dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka terhadap gugatan pokok Penggugat yang meminta untuk
dinyatakan sah perkawian Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tidak dapat
diterima maka tuntutan Penggugat untuk bercerai (asesoir) dalam perkara ini
tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijk verklaard);

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Dwi Husnha Sari, S.H.l. sebagai Ketua
Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.l., dan Rizki Gusfaroza, SH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota Ketua Majelis
Kuala Akbar Andalas, S.H.I Dwi Husna Sari, S.H.I
Hakim Anggota

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.
Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 680.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp.  10.000,00
Jumlah Rp. 825.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.MS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



